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This study was conducted to assess the level of 

compliance of Corporate Income Tax Taxpayers 

in submitting the Annual Corporate Income Tax 

Return and its impact on Corporate Income Tax 

receipts at KPP Pratama Tahuna during the 2022–

2024 period. The approach used is qualitative 

research by utilizing primary data and secondary 

data sourced from KPP Pratama Tahuna, 

complemented by the results of interviews with 

Account Representatives and officers in the 

Service Section. Compliance levels were 

measured using the Absolute Five Norm Scale, 

while acceptance trends were analyzed through 

year-to-year comparisons. The results of the 

study show that the compliance of Corporate 

Taxpayers is still relatively low to lacking. This 

shows that the increase in Corporate Income Tax 

revenue is not only influenced by formal 

compliance, but also by other factors such as 

business growth, collection, and tax audits. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat 

kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT 

Tahunan PPh Badan serta dampaknya terhadap 

penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna 

selama periode 2022–2024. Pendekatan yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

memanfaatkan data primer dan data sekunder 

yang bersumber dari KPP Pratama Tahuna, 

dilengkapi dengan hasil wawancara bersama 

Account Representative dan petugas pada Seksi 

Pelayanan. Tingkat kepatuhan diukur 

menggunakan Skala Norma Lima Absolut, 

sedangkan tren penerimaan dianalisis melalui 

perbandingan antar tahun. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepatuhan WP Badan 

masih tergolong rendah hingga kurang. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan 

PPh Badan tidak hanya dipengaruhi oleh 

kepatuhan formal, tetapi juga oleh faktor lain 

seperti pertumbuhan usaha, penagihan, dan 

pemeriksaan pajak. 
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PENDAHULUAN 
Pajak merupakan kewajiban finansial yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa 
imbalan langsung, yang berfungsi sebagai sumber utama pendanaan negara 
untuk pelayanan publik dan pembangunan. Slogan “Pajak Kita, Untuk Kita” 
menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan kembali 
untuk kesejahteraan bersama. Pajak dipungut dari Wajib Pajak yang memenuhi 
kriteria tertentu sesuai ketentuan hukum. Berdasarkan APBN 2024, pajak 
menjadi penerimaan negara terbesar dengan kontribusi Rp1.932,4 triliun atau 
67,95% dari total pendapatan negara. Namun, penerimaan Pajak Penghasilan 
(PPh) Badan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 18,1% menjadi 
Rp335,8 triliun, menjadikannya satu-satunya jenis pajak yang mengalami 
kontraksi. 

PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima WP OP dan Badan. PPh 
Badan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak 
yang berasal dari kegiatan usaha, penghasilan modal, dan sumber penghasilan 
lainnya. Berdasarkan UU KUP yang diperbarui melalui UU HPP, pemungutan 
PPh Badan menggunakan sistem self assessment, yang memberikan 
kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan 
melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, kepatuhan dan kesadaran Wajib 
Pajak menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan sistem tersebut. 

Meskipun tingkat kesadaran WP tergolong tinggi, pelaporan SPT Tahunan 
dengan status nihil menunjukkan adanya ketidakpatuhan terselubung, seperti 
tidak melaporkan penghasilan secara benar atau praktik penghindaran pajak, 
yang berdampak pada rendahnya kontribusi terhadap penerimaan negara. 
Kepatuhan sukarela ditunjukkan melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan, 
seperti pelaporan SPT dan pembayaran pajak tepat waktu guna menghindari 
sanksi administrasi. Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan di mana Wajib 
Pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai serta secara 
sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan (Madjojo dan 
Baharuddin, 2022). 

KPP Pratama Tahuna merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak 
yang dibentuk berdasarkan PMK Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. 
Wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, serta Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam 
melaksanakan tugas perpajakan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, KPP 
Pratama Tahuna didukung oleh KP2KP Talaud. Di KPP Pratama Tahuna jumlah 
WP Badan yang terdaftar dari tahun 2022 hingga 2024 adalah:  

Tabel 1. Jumlah WP Badan Aktif 

Tahun Jumlah WP Badan 

2022 1.537 

2023 1.460 

2024 1.606 
Sumber : KPP Pratama Tahuna (2025) 
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Dengan target WP yang lapor SPT: 
Tabel 2. Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 

Tahun Pelaporan 
Rasio Target Kepatuhan 

Dalam Pelaporan SPT 

2022 80,0% 

2023 80,0% 

2024 83,2% 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2025) 
Untuk mencapai target Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Tahuna 

menargetkan sekitar 1.200 Wajib Pajak (WP) Badan patuh dalam pelaporan SPT 
Tahunan. Namun, KPP Pratama Tahuna menghadapi tantangan berupa 
rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT meskipun jumlah WP Badan aktif 
terus meningkat, yaitu 1.537 WP pada 2022, 1.460 WP pada 2023, dan 1.606 WP 
pada 2024. Pada tahun pajak 2023, hanya 831 WP Badan atau sekitar 56% yang 
melaporkan SPT Tahunan. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh 
kurangnya kesadaran dan pemahaman perpajakan, kesalahan pelaporan, 
kompleksitas sistem, keterbatasan teknologi, serta keterbatasan sumber daya 
pengawasan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi, Setiawan, dan Alfarago (2024) 
menyimpulkan bahwa kepatuhan WP serta tindakan penagihan pajak 
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Badan. 
Namun, pemeriksaan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 
terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Di 
sisi lain, penelitian Herfina dan Septin (2024) mengungkapkan bahwa tingkat 
kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Padang Satu 
selama periode 2018–2022 mengalami penurunan dan berada pada kategori 
rendah, sementara penerimaan pajak menunjukkan kondisi yang tidak stabil. 
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah WP  Badan 
terdaftar tidak selalu sejalan dengan peningkatan kepatuhan pelaporan. 
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak Badan serta hubungannya dengan peningkatan 
penerimaan PPh Badan. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Kepatuhan  

Teori Kepatuhan yang dikemukakan Milgram (1974) menjelaskan bahwa 
kepatuhan merupakan ketaatan individu terhadap aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sosial. Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk 
memahami kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban 
pembayaran dan pelaporan pajak yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti 
pengawasan dan sanksi, serta faktor internal berupa kesadaran dan tanggung 
jawab moral. Menurut Wahyuni (2022), kepatuhan Wajib Pajak Badan 
merupakan kesediaan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan 
tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Dalam penelitian ini, persentase tingkat kepatuhan WP Badan di KPP 
ditentukan melalui metode perbandingan dengan menggunakan rumus Key 
Performance Indicator (KPI) sebagaimana diatur dalam SE-18/PJ.22/2006 :  

Kepatuhan Wajib Pajak =
𝑾𝑷 𝑩𝒂𝒅𝒂𝒏 𝒀𝒂𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒍𝒂𝒑𝒐𝒓 𝑺𝑷𝑻

𝐖𝐏 𝐁𝐚𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐟
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 
Akuntansi 

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk 
mengenali, mencatat, serta menyusun data transaksi ekonomi sehingga 
menghasilkan informasi keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para 
pengguna (Kieso et al., 2022). Hutabarat (2024) mengartikan akuntansi sebagai 
suatu seni yang berkaitan dengan proses pengukuran dan penyampaian 
informasi keuangan, sementara Supriadi (2020) menegaskan bahwa akuntansi 
merupakan ilmu fundamental yang berperan penting dalam mendukung 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi berfungsi untuk 
menyediakan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya 
bagi pihak internal maupun eksternal. 

 
Akuntansi Pajak 

Akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi yang menitikberatkan pada 
proses penghitungan, pencatatan, serta pelaporan kewajiban perpajakan suatu 
entitas yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 
Tujuan akuntansi pajak adalah untuk memastikan kewajiban perpajakan dicatat 
secara akurat, baik dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, pengisian Surat 
Pemberitahuan (SPT), maupun dalam perencanaan pajak yang dilakukan secara 
efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia, 
2022). Menurut Siswanto dan Tarmidi (2022), akuntansi pajak mengintegrasikan 
proses akuntansi dalam mengolah data keuangan dengan ketentuan perpajakan 
sebagai kontribusi wajib kepada negara. Dengan demikian, akuntansi pajak 
berperan penting dalam mendukung kepatuhan pajak sekaligus membantu 
entitas menyusun strategi fiskal yang efektif dan legal. 
 
Pajak 

Berdasarkan UU No.6/2023, pajak diartikan sebagai kewajiban 
pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara dan dipungut berdasarkan 
peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan langsung, yang hasilnya 
digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat. 
Selaras dengan hal tersebut, Mardiasmo (2023) menyatakan bahwa pajak 
merupakan pungutan kepada masyarakat tanpa adanya kontra prestasi 
langsung yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara serta 
pelayanan publik. Oleh karena itu, pajak dapat dipahami sebagai kewajiban 
yang ditetapkan secara hukum dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan 
pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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Fungsi Pajak 
Menurut Pangerapan et al. (2023), pajak berperan penting dalam 

mendukung pembangunan dan keberlangsungan negara sebagai sumber utama 
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan 
(fungsi anggaran), serta sebagai instrumen kebijakan dalam mengatur kondisi 
sosial dan ekonomi (fungsi pengatur). Pajak juga berperan dalam mewujudkan 
pemerataan dan keadilan melalui sistem tarif berlapis sesuai tingkat penghasilan 
(fungsi redistribusi). Di samping itu, pajak mencerminkan partisipasi 
masyarakat dalam penyelenggaraan negara serta hubungan timbal balik dengan 
pelayanan publik yang diberikan pemerintah (fungsi demokrasi). 
 
Jenis-jenis Pajak 

Ikatan Akuntan Indonesia (2022) menyatakan bahwa pajak dapat 
diklasifikasikan berdasarkan golongan, sifat, dan pihak pemungutnya. 
Berdasarkan golongan, pajak terdiri atas pajak langsung seperti PPh dan pajak 
tidak langsung seperti PPN. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 
pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara itu, berdasarkan pemungutnya, 
pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. 
 
Sistem Pemungutan Pajak 

Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 tentang HPP, mekanisme pemungutan 
pajak di Indonesia terbagi ke dalam tiga sistem. Official Assessment System 
merupakan sistem di mana penentuan besarnya pajak terutang dilakukan oleh 
pemerintah. Self Assessment System memberikan kewenangan sekaligus 
tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Adapun Withholding System 
adalah sistem pemungutan pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak 
ketiga melalui pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang 
diterima Wajib Pajak.. 

 

Pajak Penghasilan 
Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, PPh dikenakan atas setiap 

penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu periode tahun 
pajak. Pasal 2 ayat (1) UU PPh menjelaskan bahwa yang termasuk sebagai subjek 
pajak adalah OP dan warisan yang belum terbagi, badan, serta BUT (Ikatan 
Akuntan Indonesia, 2022).. 

 
Pajak Penghasilan Badan 

Menurut UU No. 7 Tahun 2021, badan adalah sekelompok individu yang 
membentuk organisasi untuk menjalankan atau tidak menjalankan usaha. 
Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan timbul apabila badan memenuhi 
syarat subjektif sebagai subjek pajak dan syarat objektif karena memperoleh 
penghasilan yang menjadi objek pajak. Badan nirlaba tetap wajib mendaftarkan 
NPWP dan melaporkan SPT PPh Badan meskipun nihil. Subjek PPh Badan 
meliputi berbagai entitas usaha seperti PT, CV, BUMN/BUMD, koperasi, 
yayasan, dan bentuk usaha lainnya. Tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22%, 
dengan fasilitas tarif lebih rendah bagi UMKM dan badan dengan omzet 



Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) 
Vol. 5, No. 1 2026: 307-326  

  313 

tertentu. Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi 
biaya yang diakui, disesuaikan melalui koreksi fiskal, kemudian dikalikan tarif 
pajak setelah memperhitungkan kredit pajak. 
 
Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang digunakan oleh WP 
untuk menyampaikan laporan kewajiban perpajakan kepada DJP, yang 
mencakup penghitungan pajak terutang, objek pajak, serta kewajiban perpajakan 
lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2023). Selain itu, SPT 
juga memuat informasi mengenai harta, kewajiban, serta pembayaran pajak 
yang telah dilakukan, seperti PPh dan PPN. SPT berperan penting sebagai sarana 
pengawasan bagi pemerintah untuk menilai kepatuhan WP. Oleh karena itu, 
pengisian SPT harus dilakukan secara benar, lengkap, dan akurat guna 
menghindari sanksi administrasi maupun permasalahan hukum. 
 
METODOLOGI 
Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk 
memperoleh pemahaman mendalam mengenai tingkat kepatuhan WP Badan 
dalam pelaporan SPT Tahunan serta implikasinya terhadap penerimaan PPh 
Badan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran 
komprehensif terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP Badan di KPP 
Pratama Tahuna. Penilaian tingkat kepatuhan dilakukan dengan berpedoman 
pada SE-DJP No.SE-18/PJ/2006 mengenai KPI. Pengukuran kepatuhan 
dilakukan dengan cara membandingkan jumlah Wajib Pajak Badan yang 
menyampaikan SPT Tahunan dengan jumlah Wajib Pajak Badan aktif dalam satu 
periode pelaporan, yang dirumuskan sebagai berikut: 

Kepatuhan Wajib Pajak =  
(Jumlah WP Badan yang melapor / Jumlah WP Badan aktif) × 100% 
Dalam penelitian ini juga digunakan pengukuran skala norma lima absolut 

untuk melihat dan menilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Dalam hal ini 
dilakukan perbandingan antara wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 
dengan WP Badan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. Untuk 
mengidentifikasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 
periode 2022 hingga 2024 digunakan pedoman Skala Norma Lima Absolut, yaitu 
sebagai berikut : 

Tabel 3. Skala Norma Lima Absolut 

 
Sumber: Wayan Nurkancana & Sunarta (1992:92) 
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Selanjutnya, untuk menghitung Kepatuhan WP Badan dalam Menyetor 
PPh Badan tahun 2022-2024 yaitu sebagai berikut,  

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 =
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐏𝐡 𝐁𝐚𝐝𝐚𝐧

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐏𝐡 𝐁𝐚𝐝𝐚𝐧
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

Dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan WP Badan dalam 
melakukan penyetoran PPh Badan selama periode 2022–2024, penelitian ini 
mengacu pada pedoman pengukuran efektivitas sebagaimana ditetapkan dalam 
Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. 

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Efektivitas 

 
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Tahuna yang berlokasi di Jalan 
Tatehe No.62, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan 
Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Adapun pelaksanaan penelitian direncanakan 
berlangsung pada periode Juni hingga Agustus pada tahun penelitian. 
 
Jenis Data  

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data 
kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan 
pegawai di KPP Pratama Tahuna, khususnya dari Seksi Pelayanan, Seksi 
Pemeriksaan dan Penilaian, serta AR, untuk mendapatkan pemahaman yang 
lebih mendalam mengenai kepatuhan WP Badan. Adapun data kuantitatif 
berupa data berbentuk angka yang mencakup jumlah WP Badan aktif, jumlah 
WP Badan yang menyampaikan SPT Tahunan, realisasi penerimaan PPh  Badan, 
serta target penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna selama periode 
2022–2024.. 

 
Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan 
wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan pegawai Kantor KPP Tahuna, 
khususnya yang berasal dari Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan dan Penilaian, 
serta AR. Data primer mencakup jumlah WP Badan yang terdaftar dan aktif, 
jumlah WP Badan yang menyampaikan SPT, target dan realisasi penerimaan 
Pajak Penghasilan Badan selama periode 2022–2024, jumlah Wajib Pajak Badan 
yang memiliki kewajiban perpajakan, serta informasi mengenai hambatan dalam 
kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Adapun data sekunder diperoleh secara 
tidak langsung dari hasil penelitian sebelumnya, peraturan perundang-
undangan, serta sumber resmi seperti situs DJP dan Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia yang relevan dengan topik penelitian. 
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Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menerapkan dua teknik pengumpulan data, yaitu 

dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan 
menghimpun berbagai data dan dokumen yang bersumber dari laman e-riset 
perpajakan, antara lain data jumlah WP Badan terdaftar, jumlah SPT Tahunan 
Badan yang disampaikan, serta data penerimaan PPh Badan di KPP Pratama 
Tahuna selama periode 2022–2024. Sementara itu, teknik wawancara 
dilaksanakan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan 
informan yang berkaitan dengan pelaporan SPT serta tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak Badan, yaitu pegawai KPP Pratama Tahuna pada Seksi Pelayanan dan 
Penyuluhan, Seksi Pemeriksaan dan Penilaian, serta Account Representative 
(AR). 

 
Metode dan Proses Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian bertujuan untuk 
menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT 
Tahunan PPh Badan serta dampaknya terhadap penerimaan PPh Badan di KPP 
Pratama Tahuna periode 2022–2024. Kepatuhan diukur berdasarkan tingkat 
pelaporan SPT Tahunan dan dikaitkan dengan realisasi penerimaan PPh Badan, 
sedangkan tren penerimaan dianalisis melalui perbandingan antar tahun. 

Tahapan analisis meliputi: (1) pengumpulan data dokumen resmi terkait 
WP Badan, SPT Tahunan, serta target dan realisasi PPh Badan; (2) wawancara 
dengan pegawai KPP Pratama Tahuna yang terkait langsung dengan kepatuhan 
WP Badan; (3) pengolahan data melalui perhitungan persentase kepatuhan dan 
perubahan penerimaan; (4) analisis tingkat kepatuhan, faktor yang 
memengaruhi, dan dampaknya terhadap penerimaan; serta (5) penarikan 
kesimpulan dan penyusunan saran. 
 
HASIL PENELITIAN 
Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna Tahun 2022 – 2024 

Tabel 5. Penerimaan PPh Badan Tahun 2022 – 2024 

Tahun 
Target Penerimaan 

PPh Badan 

Realisasi Penerimaan 

PPh Badan 

2022 Rp2.233.411.000,00 Rp3.256.836.614,00 

2023 Rp4.089.848.000,00 Rp3.505.294.297,00 

2024 Rp6.055.600.000,00 Rp4.222.507.507,00 

Sumber: Seksi PKD, KPP Pratama Tahuna (2025) 
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Berdasarkan data pada Tabel 5,  penerimaan PPh Badan menunjukkan 
variasi pencapaian target selama 2022-2024. Pada 2022, realisasi penerimaan 
Rp3.256.836.614,00 melebihi target Rp2.233.411.000,00 dengan selisih 
Rp1.023.425.614,00. Namun, pada 2023 dan 2024, realisasi penerimaan tidak 
mencapai target. Pada 2023, penerimaan pajak penghasilan badan hanya sebesar 
Rp3.505.294.297,00 kurang dari target sebesar Rp4.089.848.000,00 sehingga 
terjadi kekurangan sebesar  Rp584.553.703,00. Pada tahun 2024 realisasi hanya 
sebesar Rp4.222.507.507,00 dari jumlah target Rp6.055.600.000,00 yang  
mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 
Rp1.833.092.493,00. 
 

WP  Badan di KPP Pratama Tahuna 
Tabel 6. Jumlah WP Badan di KPP Pratama Tahuna Tahun 2022-2024 

Tahun Jumlah WP Badan 
 

Jumlah WP Badan Aktif 

2022 3.667 1.537 

2023 3.905 1.460 

2024 4.067 1.606 
Sumber: Seksi PKD, KPP Pratama Tahuna (2025) 

Tabel memperlihatkan perkembangan jumlah WP Badan yang masih aktif 
di KPP Pratama Tahuna selama periode tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 
hingga 2024. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.537 WP Badan aktif. Angka ini 
mengalami penurunan pada tahun berikutnya, yaitu di tahun 2023, menjadi 
1.460 tetapi meningkat lagi di tahun 2024 menjadi  1.606 Wajib Pajak.  

Penurunan dan kenaikan ini dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti 
adanya pembaruan data, aktivitas ekonomi badan usaha di wilayah tersebut, 
serta upaya pembinaan dan pengawasan oleh otoritas pajak. Peningkatan jumlah 
di tahun 2024 menunjukkan adanya pemulihan atau pertumbuhan dalam 
kepatuhan dan aktivitas perpajakan WP Badan di lingkungan KPP Pratama 
Tahuna. 
 
Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna 
Tabel 7. Jumlah WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan Tahun 2022-2024 

Tahun 

Jumlah Wajib 

Pajak yang 

Melaporkan  

SPT Tahunan 

Nihil 

Jumlah Wajib 

Pajak yang 

Melaporkan SPT 

Tahunan LB/KB 

Jumlah WP Badan 

yang Melaporkan 

SPT Tahunan 

2022 808 34 842 

2023 784 43 827 

2024 778 53 831            

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD), KPP Pratama Tahuna (2025) 
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Tabel 7 menunjukkan jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang menyampaikan 
SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna selama tahun 2022–2024. Pada 
tahun 2022 tercatat sebanyak 842 WP Badan melaporkan SPT Tahunan. Jumlah 
tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 827 WP, kemudian mengalami 
sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 831 WP, meskipun belum kembali 
ke tingkat tahun 2022. Fluktuasi ini mencerminkan perubahan tingkat kepatuhan 
formal WP Badan dalam penyampaian SPT Tahunan, namun secara umum 
mayoritas WP Badan tetap melaksanakan kewajiban pelaporan. 

Berdasarkan hasil wawancara, kepatuhan WP Badan di KPP Pratama 
Tahuna dinilai melalui dua indikator utama, yaitu kepatuhan dalam pelaporan 
SPT dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kepatuhan pelaporan diukur 
dengan membandingkan jumlah WP aktif dan WP yang menyampaikan SPT, 
sedangkan kepatuhan pembayaran tercermin dari realisasi penerimaan PPh 
Badan. Meskipun jumlah SPT yang dilaporkan mengalami penurunan, 
penerimaan PPh Badan justru menunjukkan tren meningkat. Hal ini 
menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan tidak selalu berbanding lurus 
dengan penerimaan pajak, karena dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti 
kinerja usaha WP dan efektivitas pengawasan perpajakan. 
 
PEMBAHASAN 
Kepatuhan WP Badan dalam Menyetorkan PPh Badan 

Untuk menganalisis efektivitas WP Badan dalam menyetorkan PPh Badan, 
peneliti menggunakan rumus sebagai berikut : 

Efektivitas=
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑷𝒉 𝑩𝒂𝒅𝒂𝒏 

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑷𝒉 𝑩𝒂𝒅𝒂𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

Untuk mengetahui efektivitas WP Badan dalam menyetorkan PPh Badan 
dari tahun 2022-2024 peneliti menggunakan pedoman efektivitas yang diatur 
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 
Tahun 1996. 

Tabel 8. Klasifikasi Kriteria Efektivitas 
Persentase Kriteria 

Di atas 100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 
Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996 

Berikut adalah perhitungan efektivitas WP Badan  dalam menyetorkan PPh 
Badan dari tahun 2022-2024 di KPP Pratama Tahuna : 
1. Tahun 2022 

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 =  
𝐑𝐩𝟑. 𝟐𝟓𝟔. 𝟖𝟑𝟔. 𝟔𝟏𝟒, 𝟎𝟎

𝐑𝐩𝟐. 𝟐𝟑𝟑. 𝟒𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟒𝟓, 𝟖𝟐%   

2. Tahun 2023 

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 =  
𝐑𝐩𝟑. 𝟓𝟎𝟓. 𝟐𝟗𝟒. 𝟐𝟗𝟕, 𝟎𝟎

𝐑𝐩𝟒. 𝟎𝟖𝟗. 𝟖𝟒𝟖. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟖𝟓, 𝟕𝟏%   
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3. Tahun 2024 

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 =  
𝐑𝐩𝟒. 𝟐𝟐𝟐. 𝟓𝟎𝟕. 𝟓𝟎𝟕, 𝟎𝟎

𝐑𝐩𝟔. 𝟎𝟓𝟓. 𝟔𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟔𝟗, 𝟕𝟑%   

 
Tabel 9. Persentase Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan Tahun 2022 – 

2024 di KPP Pratama Tahuna 

Tahu
n 

Target 
Penerimaan PPh 

Badan 

Realisasi 
Penerimaan PPh 

Badan 

Persentas
e 

Kategori 

2022 Rp2.233.411.000,00 Rp3.256.836.614,00 145,82% Sangat Efektif 

2023 Rp4.089.848.000,00 Rp3.505.294.297,00   85,71% Cukup Efektif 

2024 Rp6.055.600.000,00 Rp4.222.507.507,00   69,73% 
Kurang 
Efektif 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025) 
 Berdasarkan Tabel 9, capaian target penerimaan PPh Badan di KPP Pratama 
Tahuna selama tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan 
efektivitas. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan sebesar Rp3.256.836.614,00 
yang melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp2.233.411.000,00, dengan 
persentase capaian sebesar 145,82% dan termasuk dalam kategori sangat efektif.  
 Pada tahun 2023, meskipun penerimaan PPh Badan meningkat 
dibandingkan tahun sebelumnya, namun target penerimaan yang ditetapkan 
jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Peningkatan target ini tidak 
diimbangi dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang memadai tingkat 
kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tahun 2023 hanya sebesar 56,64%. Akibatnya, 
meskipun nominal penerimaan tetap besar, persentase pencapaian target 
menjadi turun ke kategori cukup efektif. 
 Pada tahun 2024, efektivitas penerimaan kembali menurun ke kategori 
kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kenaikan target penerimaan yang sangat 
signifikan yang tidak diimbangi oleh peningkatan realisasi. Realisasi penerimaan 
hanya mencapai Rp4,22 miliar, sehingga pencapaian target turun menjadi 
69,73%. Dengan demikian, kategori cukup efektif pada tahun 2023 dan kurang 
efektif pada tahun 2024 disebabkan oleh target penerimaan yang meningkat 
tajam tanpa diimbangi dengan kenaikan realisasi penerimaan dan kepatuhan 
pajak yang sepadan. Meskipun jumlah WP Badan yang terdaftar meningkat, 
tidak semua aktif melaporkan dan membayar pajak sesuai kewajiban, sehingga 
efektivitas penerimaan belum optimal. 
 
Analisis Tingkat Kepatuhan WP Badan melalui Penyampaian SPT Tahunan 
PPh Badan Tahun 2022-2024 di KPP Pratama Tahuna  

Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kepatuhan WP Badan, 
peneliti melakukan perbandingan antara jumlah WP Badan yang melapor 
dengan jumlah WP Badan aktif dengan rumus : 

𝑲𝒆𝒑𝒂𝒕𝒖𝒉𝒂𝒏 𝑾𝑷 =
𝑾𝑷 𝑩𝒂𝒅𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒍𝒂𝒑𝒐𝒓

𝑾𝑷 𝑩𝒂𝒅𝒂𝒏 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒇
× 𝟏𝟎𝟎% 
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Proses penilaian ini mengikuti pedoman skala norma lima absolut untuk 
menilai tingkat kepatuhan yang ada, dengan klasifikasi sebagai berikut: 
 

Tabel 10. Klasifikasi Skala Norma Lima Absolut 
Persentase Kriteria 

  90% - 100% Sangat Tinggi 

80% - 89% Tinggi 

65% - 79% Cukup 

55% - 64%  Kurang 

  0% - 54%  Rendah 
Sumber: Wayan Nurkancana & Sunarta (1992:92) 

 
Berikut ini adalah tingkat kepatuhan WP Badan melalui perhitungan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 di 
KPP Pratama Tahuna menggunakan perbandingan jumlah WP Badan yang 
melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah WP Badan aktif  : 

1. Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2022  =  
842

1537
× 100% = 54,78% 

2. Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2023 =  
827

1460
× 100% = 56,64% 

3. Tingkat Kepatuhan WP Badan Tahun 2024 =  
831

1606
× 100% = 51,74% 

Setelah menghitung persentase kepatuhan WP Badan dari tahun 2022 
sampai 2024, peneliti akan menilai tingkat kepatuhan WP Badan berdasarkan 
pedoman skala norma lima absolut. Hasil penilaiannya sebagai berikut : 
Tabel 11. Hasil Perhitungan dan Penilaian Tingkat Kepatuhan WP Badan di 

KPP Pratama Tahuna Tahun 2022-2024 

Tahun Persentase  Tingkat Kepatuhan 

2022 54,78% Rendah 

2023 56,64% Kurang 

2024 51,74% Rendah  
Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025) 

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tahuna masih tergolong 
rendah hingga kurang. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 
56,64%, namun angka tersebut masih belum cukup untuk mencapai kategori 
kepatuhan sedang atau tinggi sesuai standar Key Performance Indicator (KPI). 
Kemudian, pada tahun 2024 tingkat kepatuhan justru menurun menjadi 51,74%, 
yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan belum berjalan secara 
konsisten dan masih menghadapi beberapa kendala. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa program dan strategi peningkatan 
kepatuhan yang dijalankan oleh KPP Pratama Tahuna belum sepenuhnya efektif. 
Berdasarkan ketentuan dalam SE-18/PJ/2006, tingkat kepatuhan dengan nilai di 
bawah 60% dikategorikan sebagai rendah, sehingga diperlukan langkah 
perbaikan dalam hal edukasi pajak, peningkatan kualitas pelayanan, serta 
pengawasan terhadap Wajib Pajak Badan. 
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Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak Badan di KPP Pratama Tahuna selama periode 2022–2024 masih berada di 
bawah standar ideal yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga 
dibutuhkan strategi lanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 
pelaporan SPT Tahunan di masa mendatang. Salah satu penyebab rendahnya 
kepatuhan Wajib Pajak Badan di wilayah kerja KPP Pratama Tahuna, khususnya 
di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), adalah kondisi 
geografis wilayah yang terpisah secara kepulauan, sehingga menyulitkan WP 
untuk datang langsung ke kantor pajak. 

Selain itu, keterbatasan pemahaman dalam pengisian dan pelaporan SPT 
Tahunan Badan, serta minimnya pendampingan langsung dari petugas pajak, 
turut menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang 
diusulkan adalah pembukaan Pojok Pajak di wilayah Sitaro.  

Pojok Pajak merupakan layanan perpajakan bersifat mobile atau temporer 
yang diselenggarakan di luar kantor pajak, dengan tujuan mendekatkan 
pelayanan kepada WP. Melalui layanan ini, petugas KPP akan hadir langsung 
untuk memberikan asistensi, edukasi, serta membantu pelaporan pajak, 
khususnya pelaporan SPT Tahunan Badan, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan kepatuhan dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya 

Tabel 12. Perkembangan WP Badan dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 
2022-2024 

Tah
un 

WP 
Badan 
Terda

ftar 

WP 
Bad
an 

Akt
if 

SPT 
Tahuna

n 
Dilapor

kan 

Penerimaan 
PPh Badan 

202
2 

3.667 
1.5
37 

842 
Rp3.256.836.6

14,00 

202
3 

3.905 
1.4
60 

827 
Rp3.505.294.2

97,00 

202
4 

4.067 
1.6
06 

831 
Rp4.222.507.5

07,00 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025) 
Tabel 12, menunjukkan bahwa selama periode 2022–2024 jumlah WP Badan 

terdaftar dan aktif di KPP Pratama Tahuna cenderung meningkat. Pada tahun 
2022 tercatat 3.667 WP Badan terdaftar dengan penerimaan PPh Badan sebesar 
Rp3,26 miliar. Tahun 2023 jumlah WP terdaftar meningkat menjadi 3.905, 
meskipun WP aktif dan pelaporan SPT sedikit menurun, penerimaan PPh Badan 
tetap naik menjadi Rp3,51 miliar. Pada tahun 2024, jumlah WP terdaftar dan aktif 
kembali meningkat, diikuti kenaikan penerimaan PPh Badan menjadi Rp4,22 
miliar. 
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Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun peningkatan pelaporan SPT 
tidak signifikan, bertambahnya WP Badan aktif dan terdaftar berkontribusi 
terhadap kenaikan penerimaan PPh Badan. Hal ini sejalan dengan perbedaan 
temuan penelitian di KPP Pratama Padang Satu, yang hanya menyoroti 
kepatuhan pelaporan, sedangkan penelitian di KPP Pratama Tahuna 
menunjukkan bahwa penerimaan pajak juga dipengaruhi faktor lain seperti 
efektivitas pengawasan dan kondisi ekonomi. 
Tabel 13. Kenaikan atau Penurunan Penerimaan PPh Badan  Tahun 2022-2024 

Tahun Penerimaan PPh Badan Kenaikan atau (Penurunan) 

2022 Rp3.256.836.614,00 Rp397.091.296,00 

2023 Rp3.505.294.297,00 Rp248.457.683,00 

2024 Rp4.222.507.507,00 Rp717.213.210,00 
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025) 

Tabel 13 menunjukkan bahwa penerimaan PPh Badan di KPP Pratama 
Tahuna selama periode 2022–2024 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada 
tahun 2022, penerimaan sebesar Rp3.256.836.614,00 meningkat Rp397.091.296,00 
dibandingkan tahun 2021, yang mencerminkan tren positif penerimaan pajak. 
Pada tahun 2023, penerimaan kembali meningkat menjadi Rp3.505.294.297,00 
dengan kenaikan sebesar Rp248.457.683,00, meskipun laju pertumbuhannya 
lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024 
terjadi lonjakan penerimaan yang signifikan menjadi Rp4.222.507.507,00 atau 
naik Rp717.213.210,00 dari tahun 2023, yang merupakan kenaikan tertinggi 
selama periode penelitian. 

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan 
pelaporan SPT tidak terlalu besar, penerimaan PPh Badan tetap meningkat, yang 
mengindikasikan adanya kenaikan nilai setoran pajak per WP serta pengaruh 
faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan WP aktif, dan efektivitas 
pengawasan perpajakan. 

 
Gambar 1. Grafik Tingkat Kepatuhan WP Badan 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025) 
 

 
    Gambar 2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2025) 
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Berdasarkan grafik, terdapat hubungan yang tidak langsung antara tingkat 
kepatuhan WP Badan dan penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna 
selama tahun 2022 hingga 2024. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT 
Tahunan tercatat sebesar 54,78% pada tahun 2022, meningkat sedikit menjadi 
56,64% pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 51,74% pada tahun 
2024. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah WP Badan belum 
melaporkan SPT, sehingga tingkat kepatuhan masih berada dalam kategori 
"Kurang". 
 Sementara itu, penerimaan PPh Badan justru mengalami peningkatan 
signifikan setiap tahun. Pada tahun 2022 penerimaan tercatat sebesar 
Rp3.256.836.614,00, naik menjadi Rp3.505.294.297,00 pada tahun 2023, dan 
kembali meningkat menjadi Rp4.222.507.507,00 pada tahun 2024. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan tidak sepenuhnya bergantung 
pada tingginya tingkat kepatuhan formal. Faktor lain seperti peningkatan omzet 
usaha, efektivitas penagihan, kegiatan pemeriksaan, serta perluasan basis pajak 
juga turut berperan. Dengan demikian, strategi pengawasan dan penegakan 
yang tepat dapat mendorong penerimaan pajak meskipun kepatuhan pelaporan 
masih belum optimal. 

 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kepatuhan WP Badan dalam 
penyampaian SPT Tahunan PPh Badan serta pengaruhnya terhadap penerimaan 
PPh Badan di KPP Pratama Tahuna selama periode 2022-2024, dapat 
disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan dalam 
penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna masih tergolong 
rendah. Tingkat kepatuhan tercatat sebesar 54,78% pada tahun 2022 (rendah), 
56,64% pada tahun 2023 (kurang), dan menurun menjadi 51,74% pada tahun 2024 
(rendah). 

Meskipun demikian, penerimaan PPh Badan menunjukkan tren 
peningkatan dari Rp3,26 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp4,22 miliar pada 
tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah WP Badan 
yang melaporkan SPT dengan status kurang bayar atau lebih bayar, serta 
optimalisasi penagihan dan pemeriksaan. Hal ini menunjukkan adanya korelasi 
tidak langsung antara kepatuhan pelaporan SPT dan penerimaan PPh Badan. 
Faktor utama rendahnya kepatuhan meliputi keterbatasan pemahaman 
perpajakan, kendala teknis sistem, dan rendahnya literasi digital WP skala kecil. 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat 
diberikan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan WP Badan dan 
mengoptimalkan penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Tahuna adalah 
Penetapan target kepatuhan dan penerimaan PPh Badan perlu disesuaikan 
dengan kondisi riil WP agar lebih realistis dan berkelanjutan. KPP Pratama 
Tahuna juga disarankan meningkatkan edukasi dan literasi pajak melalui 
sosialisasi yang lebih praktis dan berbasis digital. Selain itu, penguatan teknologi 
dan infrastruktur sistem perpajakan perlu terus dilakukan agar pelaporan SPT 
semakin mudah diakses, terutama di wilayah dengan keterbatasan jaringan 
internet. 
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PENELITIAN LANJUTAN 
Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek 

penelitian, baik dengan melibatkan beberapa Kantor Pelayanan Pajak di wilayah 
lain maupun memperpanjang periode pengamatan, agar diperoleh gambaran 
kepatuhan Wajib Pajak Badan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian 
lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran 
(mixed methods) untuk menguji secara empiris pengaruh kepatuhan pelaporan 
SPT, kepatuhan pembayaran pajak, serta faktor ekonomi terhadap penerimaan 
PPh Badan. Peneliti berikutnya juga disarankan menambahkan variabel lain, 
seperti kualitas pelayanan fiskus, efektivitas sistem administrasi perpajakan, dan 
tingkat literasi digital Wajib Pajak, sehingga hasil penelitian dapat memberikan 
rekomendasi kebijakan yang lebih kuat dan aplikatif. 
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